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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Penertiban 

 

 

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil 

tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan 

penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban 

tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang 

diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, 

antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi 

penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.
1
 

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain : 

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang 

berakibat pada terhambatnya palaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi 

dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak. 

2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat 

terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. 

Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi. 

                                                           
1
 http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520 
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3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat 

terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahan dan 

kurungan. 

2.2 Pengertian Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Bentuk Alat Peraga 

Kampanye 

 

2.2.1  Pengertian Kampanye 

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih 

dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu. Menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 77 

dinyatakan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidik politik 

masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. 

Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan didukung oleh 

petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye 

terdiri dari atas Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya dan oleh calon 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 

Peserta Pemilu Perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Peserta 

kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas 

kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
2
 

Pelaksana Kampanye harus didaftarkan pada KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU 

kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran 

pelaksana kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

                                                           
2
 Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (Pemilu Legislatif), 

PTRajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.168 
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Panwaslu Kabupaten/Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing.
3
 

Metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah dalam bentuk: 

1. Pertemuan terbatas; 

2. Pertemuan tatap muka; 

3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; 

4. Pemasangan alat peraga di tempat umum; 

5. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; 

6. Rapat umum, dan; 

7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan 

perundang-undangan.
4
 

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran 

melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ televise, 

penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari 

kerja setelah pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya 

masa tenang. Sedangkan rapat umum dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum 

hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk 

mengatasi masalah “mencuri start”. 

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara Nasional, baik 

mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye dipusat diatur dengan Peraturan 

KPU. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di 

tingkat provinsi diatur dengan Keputusan KPU Provinsi dan mengenai waktu 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 199-200. 

4
 T.A. Legowo dan Sebastian Salang. Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD 

Menghadapi Pemilu. Forum Sahabat, Jakarta. 2008. hlm. 58. 
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pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/Kota diatur dengan keputusan KPU 

Kabupaten/Kota. 

2.2.2  Pengertian Alat Peraga Kampanye 

Alat peraga yaitu suatu alat atau benda yang bisa diserap oleh mata dan panca 

indra lainnya dengan tujuan dapat membantu tercapainya tujuan. Alat peraga 

bertujuan untuk mengkomunikasikan atau memberikan pesan kepada siapa yang 

membaca dan melihatnya. Sedangkan pengertian kampanye adalah alat 

komunikasi antara perseorangan atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi 

orang yang mengikuti. Jadi, secara keseluruhan pengertian alat peraga kampanye 

adalah suatu alat komunikasi yang berbentuk perseorangan dengan  tujuan 

mempengaruhi atau memberikan informasi, pesan kepada siapa yang menjadi 

target dalam kampanye tersebut. 

Alat Peraga kampanye menurutperaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2013 adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, 

program, dan, atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye 

Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau 

calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
5
 Konten atau isi bahan kampanye 

tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan kandidat, simbol-

simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Kata-kata atau gambar yang dimuat 

bertujuan mengajak orang memilih kandidat atau pasangan kandidat  tertentu. 

 

                                                           
5
 Pasal 1 ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
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2.2.3  Bentuk Alat Peraga Kampanye 

Alat peraga kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya, yaitu
6
: 

1. Bendera adalah alat peraga simbol atau lambang yang mempunyai warna, 

ukuran dan arti tertentu sebagai identitas peserta pemilu dengan nomor urut 

tertentu yang telah ditetapkan. 

2. Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, 

kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 

memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat 

dilihat atau dibaca oleh masyarakat. 

3. Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain 

sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan 

atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan 

suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan 

diselenggarakan secara insidental atau sementara. 

4. Giant Banner adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain 

termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu 

dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran alat peraga spanduk. Biasanya 

dipasang di jalan raya yang besar. Sehingga dari jauh giant banner sudah 

terlihat oleh pelintas jalan. 

5. Spanduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain 

termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 

memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan 

                                                           
6
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Ketentuan 

Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta 



16 
 

suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan 

diselenggarakan secara insidental atau sementara. 

2.3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 

 

2.3.1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 tentang 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 yang merupakan 

perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013 tentang 

Pedoman Pelaksaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah 

mengatur secara jelas tentang makanisme pemasangan alat peraga. Ketentuan 

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut:
7
 

a. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit 

atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, 

lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan 

bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan; 

b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan 

ketentuan; 

1. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai 

Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya 

memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, 

                                                           
7
 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
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misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon 

Anggota DPR dan DPRD; 

2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame 

(billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama 

lainnya; 

3. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan 

calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, 

KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama 

Pemerintah Daerah; 

4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, 

DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit 

pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP 

Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah 

Daerah; 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan 

angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan. 

c. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan 

PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan 

Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga 

untuk keperluan kampanye pemilu; 

d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan 

penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh 

KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; 
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e. Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik partai politik, calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon 

anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan 

alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d. 

(2) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 

(satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. 

(3) KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang 

memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan 

alat peraga tersebut. 

(4) Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu 

Kabupaten/Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga 

kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu 

tersebut. 

2.3.2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Perizinan Reklame 

 

Pemasangan alat peraga kampanye di Kota Bandar Lampung tidak dipungut pajak 

sehingga setiap peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye selama 

masa kampanye. Namun, alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, poster 

banner, selebaran,  dan stiker tergolong sebagai reklame karena belum ada aturan 

yang membedakan antara reklame komersial dan reklame politik sehingga sesuai 
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Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame 

Pasal 10 ayat (1) memuat ketentuan yaitu: 

(1) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame: 

a. Pada persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor 

pemerintah; 

b. Pada lokasi/sarana pendidikan, tempat bangunan bersejarah atau kawasan 

monumental; 

c. Pada trotoar, pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan, pagar taman, 

taman kota, dekorasi kota dan alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL); 

d. Pada bangunan tempat ibadah, termasuk pagar halaman, terkecuali untuk 

acara seremonial keagamaan; 

e. Pada bangunan umum berupa stiker dan menggunakan teknik pengecetan 

pada bangunan; 

f. Pada jembatan, sungai untuk semua jenis reklame besar, sedang maupun 

kecil termasuk spanduk dan umbul-umbul; 

g. Melintang jalan untuk semua jenis reklame kain; 

h. Melintang sungai untuk semua jenis reklame besar, sedang, maupun kecil 

termasuk spanduk dan umbul-umbul. 

2.4  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota 

2.4.1 Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU 

Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan 

Pemilu di kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok 
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melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, diwilayah 

kerjanya masing-masing baik pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. 

Susunan dan keanggotaan anggota KPU 

1. Jumlah anggota: 

a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; 

b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan 

c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. 

2. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas 

seorang ketua merangkap anggota dan anggota. 

3. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh 

anggota. 

4. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai 

hak suara yang sama. 

5. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga 

puluh persen). 

6. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) 

tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. 

7. Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan 

dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
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2.4.2  Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota 

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal 

di kabupaten/kota; 

2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, 

PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 

6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan 

dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya 

sebagai daftar pemilih; 

7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan 

hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara 

rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; 

8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang 
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bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara 

di PPK; 

9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara 

serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 

10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan 

mengumumkannya; 

11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah 

pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita 

acaranya; 

12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh 

Panwaslu Kabupaten/Kota; 

13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota 

PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat 

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi 

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada 

masyarakat; 
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15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilu; dan 

16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban: 

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 

2. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil 

presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; 

3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; 

4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 

7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu 

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada 

Bawaslu; 
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9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 

10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat 

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

rekapitulasi di kabupaten/kota; 

11. melaksanakan keputusan DKPP; dan 

12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau 

peraturan perundang-undangan. 

2.5 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota 

2.5.1  Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota 

Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan 

terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, diwilayah kerjanya masing-masing 

baik pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Panwaslu Kabupaten/Kota 

bersifat ad hoc, dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama 

penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh 

tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Panwaslu Kabupaten/Kota 

berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota 

sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari kalangan professional yang mempunyai 

kemampuan dalam melakukan pengawasan, dan tidak menjadi anggota Partai 

Politik.
8
 

 

                                                           
8
 Topo Santoso dan Didik Supriyadi. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 2004. hlm. 78. 
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2.5.2  Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, pasal 77 dan pasal 78 Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki 

tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut. 

Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota : 

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang 

meliputi: 

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan 

daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan 

pencalonan bupati/walikota; 

3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota; 

4. Penetapan calon bupati/walikota; 

5. Pelaksanaan kampanye; 

6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 

8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 

9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari 

seluruh kecamatan; 

11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, 

dan Pemilu susulan, dan 
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12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota; 

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilu; 

c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang 

tidak mengandung unsur tindak pidana; 

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk 

ditindaklanjuti; 

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada 

instansi yang berwenang; 

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan 

rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh 

Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota; 

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan 

sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai 

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang 

berlangsung; 

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Wewenang Panwaslu Kabupaten Kota : 

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara 

dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada huruf g diatas; 

2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan 

terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. 

Kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota : 

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu 

pada tingkatan di bawahnya; 

3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pemilu; 

4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 

5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan 

dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan 

Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan 

6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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2.6 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat 

pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta 

menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu kepala daerah dibidang tugas 

penyelenggaraan pemerintah umum yang aspek dam implikasinya cukup luas dan 

tidak terbatas pada suatu masalah saja. Oleh karena itu, disamping  menegakkan  

peraturan daerah,  Satuan Polisi  Pamong Praja  juga  dituntut  untuk  menegakkan 

kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. 

Untuk  mengoptimalkan  kinerja  pemerintah daerah  perlu  dibangun  

kelembagaan Satuan polisi  Pamong Praja  yang  mampu  mendukung  

terwujudnya  kondisi  daerah  yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan 

kelembagaan Satuan polisi  Pamong Praja  tidak hanya mempertimbangkan   

kriteria kepadatan  jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi  juga  beban  tugas  

dan  tanggung  jawab  yang  diemban,  budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan 

polisi pamong praja. 

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan polisi  Pamong Praja  

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini  maka dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah  Nomor  32  

Tahun  2004  tentang  Pedoman  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah
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Negara Republik Indonesia Nomor 4428). Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 

2010 Pasal 3 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu: 

1. Satuan polisi  Pamong Praja  merupakan  bagian  perangkat  daerah  di  

bidang penegakan  peraturan daerah,  ketertiban  umum  dan  ketenteraman 

masyarakat. 

2. Satuan polisi  Pamong Praja  dipimpin  oleh  seorang  kepala  satuan  dan 

berkedudukan  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada kepala daerah 

melalui sekretaris daerah.  

Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Di 

daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris 

daerah. 

2.6.1  Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja, dalam Bab II (4) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 

menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 

Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai 

tugas pokok sebagai berikut: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_Daerah&action=edit&redlink=1
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1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah  dibidang 

pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan produk hukum 

daerah, tugas dekonsentrasi; dan 

2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur 

serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satuan polisi  

Pamong Praja  mempunyai fungsi sebagai berikut yang diatur dalam Bab II (5) : 

1. Penyusun program dan melaksanaan penegakan Peraturan daerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah. 

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat di daerah. 

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.  

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya. 

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi 

dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 

 



31 
 

2.6.2 Kewajiban Satpol PP 

Selanjutnya pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sesuatu yang menjadi keharusan untuk dikerjakan. Dalam Bab III (8) Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan mengenai kewajiban Satuan polisi  

Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya, yakni : 

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan 

norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas 

ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana. 

4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas 

ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan 

daerah dan/atau peraturan kepala daerah. 

5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja. 


